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Abstract:

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are pivotal in local government
strategies to boost rural economic growth, enhancing the quality of life and
economic well-being in rural communities. This research examines the
collaborative governance practices of BUMDes Guwosari Maju Sejahtera,
focusing on aspects such as vision, accountability, collaborative capability,
leadership, management capability, and procedural formalization. The study
also evaluates the contribution of BUMDes Guwosari Maju Sejahtera to local
economic development, considering job creation, human resource skill
development, business activities, and environmental quality. The findings
indicate that BUMDes Guwosari Maju Sejahtera has successfully built strong
synergies with village governments, communities, and businesses to enhance
local welfare. However, areas for improvement include formalizing vision and
mission in planning documents, enhancing financial management for better
accountability, and improving internal knowledge management for sustainable
innovation.
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Pendahuluan

Kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal
sangat penting untuk meningkatkan kinerja governance dalam pengembangan ekonomi
lokal (Meyer, 2014). Penelitian Samal & Dash (2024) menunjukkan bahwa collaborative
governance secara signifikan mendukung pengembangan ekonomi lokal di desa
ekowisata di India dengan meningkatkan keterampilan, membuka peluang kerja baru, dan
memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh komunitas. Pengembangan
ekonomi lokal adalah pendekatan terintegrasi yang melibatkan devolusi, delegasi, dan
desentralisasi kewenangan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan kerjasama
antara pemerintah lokal, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan potensi
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ekonomi, pertumbuhan, dan kualitas hidup masyarakat setempat (Kamara, 2017).
Pengembangan ekonomi lokal menggabungkan prinsip-prinsip pengembangan
komunitas dan ekonomi, melibatkan berbagai aktor komunitas dalam proses kebijakan,
dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup, keberlanjutan, dan kesetaraan melalui
partisipasi penduduk, organisasi nirlaba, dan mitra komunitas lainnya (Jamal & Gordon,
2024). Praktik pengembangan ekonomi lokal di negara-negara maju telah menyoroti
praktik terbaik dalam menyusun, mengembangkan, mengelola, dan melaksanakan
perencanaan kebijakan untuk strategi, program, dan proyek pengembangan lokal
(Gavkalova dan Zilinska, 2020). Meskipun strategi pengembangan ekonomi lokal secara
umum mengarah pada peningkatan kesejahteraan komunitas, namun keterbatasan alokasi
anggaran, terutama di entitas kecil, tidaklah mencukupi untuk memacu pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan atau mengatasi permasalahan kronis seperti kemiskinan dan
pengangguran (Nel & Rogerson, 2016).

Di negara-negara berkembang, sebagian besar populasi tinggal di pedesaan
sehingga pengembangan desa merupakan salah satu pendorong utama bagi kemajuan
sosial-ekonomi (Arintoko et al., 2020). Pengembangan pedesaan yang melibatkan
collaborative governance merupakan pendekatan yang penting dalam menghadapi
tantangan dan perubahan pada komunitas pedesaan di berbagai belahan dunia. Kolaborasi
antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan
pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci dalam mencapai tujuan pengembangan
pedesaan yang berkelanjutan (Keyim, 2018). Penelitian Zhang, Ye, & Duan (2022)
menemukan bahwa kepemimpinan pemerintah lokal merupakan faktor kunci dalam
penerapan collaborative governance untuk memberdayakan masyarakat dan mengelola
sumber daya secara efisien, guna mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pemerintah desa tidak boleh hanya berharap kemajuan secara mandiri tanpa
terlibat aktif dalam beberapa masalah, namun melalui perencanaan dan dukungan dari
berbagai pihak (Amil et al., 2019) maka proses kolaborasinya dapat berjalan. Kolaborasi
memungkinkan pembangunan desa secara holistik dengan mempertimbangkan peluang
bisnis dari masing-masing pihak terlibat (Razzak & Qodir, 2020). Tata kelola kolaboratif
dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes), yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan desa secara
keseluruhan (Kushandajani et al., 2020). BUMDes memainkan peran krusial dalam
meningkatkan pendapatan desa dan memberdayakan masyarakat lokal dengan
mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kesejahteraan
bersama (Setyorini et al., 2023). Keberhasilan pengelolaan BUMDes bergantung pada
political will yang kuat dari pemerintah desa, pengelolaan kelembagaan yang baik melalui
MOU yang jelas, struktur organisasi yang terorganisir baik, dan transparansi yang
ditingkatkan melalui partisipasi Badan Pengawas Masyarakat. Tingkat kepercayaan
masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa sangat penting untuk keberhasilan
collaborative governance di BUMDes (Subekti & Irma Fitriana Ulfah, 2023). Tantangan
collaborative governance di BUMDes termasuk keterbatasan modal dan sumber daya
manusia (Octaviani, 2022), kurangnya pemahaman dan komunikasi yang efektif, serta
kurangnya kepercayaan antara stakeholder (Permatasari, 2023). Selain itu, kurangnya
komitmen dan konsistensi dari warga desa (Lestari & Farahnisa, 2020) juga menjadi
hambatan dalam pengelolaan BUMDes.

BUMDes Guwosari Maju yang terletak di Desa Guwosari, Pajangan, Bantul,
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Kalurahan Guwosari Nomor 5 tahun 2016
dan resmi didirikan pada tanggal 29 Juli 2017. Desa Guwosari memiliki sumber daya

32 | POLITIKA: Jurnal limu Politik 16 (1), 2025



Winata Masniari Samosir, M Wahyu Agani, Nuraisya Handyka Puteri, Firhan Ardiansyah,
Fransiska Devy Lorang

alam melimpah yang mendukung pengembangan ekonomi dan sosial melalui sektor
pertanian, terutama dalam budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan, serta
melalui potensi perkebunan kelapa, kakao, dan kopi. Selain itu, sektor pariwisata dengan
potensi wisata alam, budaya, dan sejarah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap
pendapatan masyarakat melalui sektor jasa dan perdagangan (Irwanto, 2024). Dengan
melihat potensi tersebut, BUMDes Guwosari Maju sudah menjalankan usaha,
diantaranya “GOZA” (Even Organizer), unit “Banjaran” (Pariwisata, Sejarah dan
Budaya), unit “Go-Sari” (Pengelolaan sampah), “Migunani” (Perdagangan, pengadaan
barang dan jasa), “Unit Warung Kita” (Jasa Boga), dan “Sari Atha” (jasa Keuangan)
(Bali, 2023). Walaupun banyaknya unit usaha yang telah dikembangkan, sejauh
pengetahuan dari peneliti, literatur yang melihat aspek-aspek kolaborasi dari berbagai
pihak dalam mengembangkan BUMDes masih terbatas (Setiawan et al., 2023). Sejalan
dengan temuan tersebut, penelitian terbaru yang berfokus pada collaborative governance
dalam pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan oleh Haris et al., (2024)
mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dari sudut pandang tata kelola
kolaboratif masih terbatas, terdapat tantangan yang belum dieksplorasi seperti persiapan,
koordinasi, dan komitmen pemangku kepentingan yang kurang, kurangnya infrastruktur
dan kualitas sumber daya manusia.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan
penelitian yang mendalam tentang struktur, proses, dan faktor-faktor yang memengaruhi
collaborative governance di BUMDes Guwosari Maju Sejahtera menjadi penting. Dengan
mengisi research gap ini akan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang praktik
governance di tingkat BUMDes serta memberikan wawasan bagi pengembangan
kebijakan yang lebih efektif dalam konteks pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan,
meskipun aspek generalisasinya terbatas namun dapat menjadi insights untuk
mengembangkan BUMDes lain. Adapun pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai
berikut: Bagaimana proses Collaborative Governance dalam pengembangan ekonomi
lokal di BUMDes Guwosari Maju Sejahtera?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana
collaborative governance yang diterapkan BUMDes Guwosari Maju Sejahtera,
mengeksplorasi peran yang dimiliki oleh BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dalam
mengembangkan ekonomi lokal, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap
keberhasilan BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal.

Kolaborasi berpotensi untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan berbagi
informasi, internalisasi eksternalitas negatif, mencapai ekonomi skala, dan memantfaatkan
kekuatan sektor, dengan manfaat akhir bekerja menuju tujuan bersama (Sullivan et al.,
2024). Salah satu hasil kolaborasi adalah keuntungan yang didapat dari kerjasama, yaitu
pencapaian hasil kebijakan atau koordinasi yang tidak dapat diwujudkan oleh satu
organisasi yang bertindak sendiri. Keberhasilan kolaborasi tersebut tergantung pada
aturan yang jelas dan kemampuan manajemen yang dimiliki oleh pemimpin untuk
membimbing kegiatan agar mencapai hasil yang produktif (Doberstein, 2016). Dalam
administrasi publik istilah kolaborasi sering digunakan untuk meningkatkan tata kelola
dalam pemberian layanan dengan berbagi informasi, sumber daya, kemampuan negosiasi,
serta menciptakan aturan dan struktur dalam hubungan para pemangku kepentingan
(Wang & Ran, 2023). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, di dalam proses
kolaboratif setidaknya terdapat empat area utama, yaitu: kepemimpinan yang merupakan
penggerak utama dalam implementasi proses kolaboratif, tata kelola yang mencakup
koordinasi dan pemantauan aktivitas, teknologi yang berperan ganda sebagai fasilitator
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dan "aktor non-manusia" yang dapat mempengaruhi proses kolaborasi secara
menyeluruh, dan kapasitas serta kompetensi kolaboratif yang berperan penting dalam
memengaruhi hasil kolaborasi (Gasco-Hernandez et al., 2022).
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Gambar 1. Komponen Kerangka Kolaborasi
Gasco-Hernandez et al., (2022).

Collaborative governance merupakan pendekatan dalam pemerintahan yang
menekankan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan melalui keputusan,
negosiasi, dan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai tujuan
kebijakan bersama (Bevir, 2011). Proses ini memberikan peluang bagi berbagai pihak
untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan kebutuhannya dengan platform yang telah
disampaikan (Ansell & Gash, 2008). Collaborative governance meningkatkan
kemampuan dalam pengambilan keputusan dan implementasi, resolusi konflik yang
efektif, serta partisipasi berbagai sektor dalam proses pembuatan kebijakan sehingga
dapat memberikan kontribusi positif bagi komunitas lokal (Keyim, 2018). Penelitian
berbasis sytematic literature review (SLR) yang dilakukan oleh Costumato (2021)
mengidentifikasi lima faktor yang merupakan penggerak utama tata kelola kolaboratif,
yakni:

1) Kepercayaan, berperan krusial dalam meningkatkan kinerja kolaboratif di antara
organisasi publik, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang disepakati dan
meningkatkan pemahaman terhadap kepentingan serta meningkatkan interaksi dan
pembelajaran.

2) Pembagian kekuasaan, merupakan poin penting dalam kolaborasi, dengan
kepercayaan dan kekuasaan saling berhubungan, membentuk dasar bagi kerja sama
yang efektif.

3) Strategi manajemen, berperan dalam mengatur kolaborasi menarik perhatian dalam
literatur manajemen publik, dengan penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen
jaringan yang efektif berdampak positif pada kinerja keseluruhan, terutama dalam
jaringan yang dikelola secara sentral.

4) Kepemimpinan, dapat memengaruhi partisipasi sukarela dan kinerja jaringan.

5) Formalisasi, perlu dilakukan melalui pengaturan koordinasi dan standarisasi prosedur
operasional, tidak hanya membagi kompetensi pengambilan keputusan secara
horizontal di antara peserta jaringan tetapi juga menjadi faktor penting dalam
pencapaian hasil kolaboratif.
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Tabel 1. Determinan Collaborative Governance (Costumato, 2021)

Determinant

Main references

Trust

Power sharing
Management
stratepies

Leadership styles

Formalization

Ran and G (2019), Getha-Taylor ef al (2019), Peters ef ol (20017), Markovic (2007), Klgn
el al (2015), 2016, Varda and Retrum (2013), Ysa ef al (2014), Oomsels and Bouckaert
(2014) and Willem and Lucidarme (2014)

Mu ef al 2019, Ran and Qi (2018), 2019 and Eglene et al (2007)

Peters ef el (2017), Markovie (2017), Lucidarme ef af (2016), Klijn ef al (2015), 2016,
Cristofoli and Markovic (2016), Cristofoli ef ol (2015), Ysa ef af (2014), Meier and
OToole (2010) and MeGuire (2006)

Campbell (2018), Ysa ef al (2014), Kelman et af (2013), Behn (2010) and Eglene &f al
{2007)

Mu et ol 2019, Markovic (2017), Cristofoli and Markovie (2016), Whelan (2015), Maccit
and Cristofoli (2017) and Cristofoli ef al (2015)

Collaborative governance merupakan pendekatan dalam pemerintahan yang
menekankan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan melalui keputusan,
negosiasi, dan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai tujuan
kebijakan bersama (Bevir, 2011). Proses ini memberikan peluang bagi berbagai pihak
untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan kebutuhannya dengan platform yang telah
disampaikan (Ansell & Gash, 2008). Collaborative governance meningkatkan
kemampuan dalam pengambilan keputusan dan implementasi, resolusi konflik yang
efektif, serta partisipasi berbagai sektor dalam proses pembuatan kebijakan sehingga
dapat memberikan kontribusi positif bagi komunitas lokal (Keyim, 2018). Penelitian
berbasis sytematic literature review (SLR) yang dilakukan oleh Costumato (2021)
mengidentifikasi lima faktor yang merupakan penggerak utama tata kelola kolaboratif

(lihat Tabel 1).

Tabel 2. Deskripsi kerangka konseptual dari collaborative governance

Category Subcategories Characteristics Understanding
Leadership of the Influence of poliical lkeadership on the levels of
palifical agents. colaborative govemnance.,
Am:lnglemlenr: e Legal or institutional aspects that influence the
kb functioning of a colloborative governance system
Instrumerits aned aspects. ke 8 s
Mechanisms et nnel Professional structure for the creation, coordinafion,
Sk and ariculation of the process of colaborative
govemnance,
I"ﬁggﬁg:d Instrumenis for consultation of opinion and
Collaborative mEchanisms. Pariickalon
Govemance Ability to Abillity to colloborate and engage different
collaborate, stakeholders in o process of parficipation.
Megolhiation process among independent
Power balance stakeholders in an environment of a balance of
Goad and Consansus, power for the establishment of solutions and
e o agreaments through common sanse.

Construction of long-term policies and plans aimed
at sustainable developmeant with the poricipafion of
sociehy’s stakeholders,
Communication processes and required features for
the development of frust,

Long-term viion,

Commurscation
and Transparency.

Kemudian penelitian lain tentang collaborative governance dilakukan oleh De
Melo Conti et al., (2019), yang secara spesifik menggunakan data dari kota Kopenhagen
(Denmark), Amsterdam (Belanda), Hambur (Jerman), Barcelona (Spanyol) dan London
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(Inggris) dan menghasilkan kerangka konseptual dari collaborative governance dengan
membaginya ke dalam dua kategori yakni “instrumen dan mekanisme” serta “good
governance” seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi dari ketiga literatur utama (Gasco-
Hernandez et al., 2022; Costumato, 2021; De Melo Conti et al., 2019) untuk
menghasilkan kerangka konseptual yang lebih aplikatif untuk konteks obyek penelitian di
BUMDes. Adapun kerangka konseptual yang dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 3.

Pengembangan ekonomi lokal dikenali sebagai respons penting terhadap tren-tren
saat ini seperti desentralisasi yang semakin meningkat, pengaruh globalisasi, perubahan
ekonomi dalam komunitas setempat, dan hasil yang kurang memuaskan dari perencanaan
ekonomi secara besar-besaran (Mandisvika, 2015). Menurut World Bank (2006)
pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi suatu
wilayah secara kolaboratif antara sektor publik, bisnis, dan non-pemerintah, untuk
meningkatkan kualitas hidup dan masa depan ekonomi masyarakat. Pengembangan
ekonomi lokal merupakan proses yang melibatkan praktik dan kebijakan untuk
memobilisasi sumber daya secara efektif (Malizia et al., 2021) guna meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat lokal (Leigh & Blakely, 2017), mengurangi
tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja (Haris et al., 2024). Pengembangan
ekonomi lokal cenderung mencakup aspek keterlibatan multi-pihak, aktivitas ekonomi,
lapangan kerja, dan standar hidup yang lebih baik untuk semua penduduk di area tertentu,
yaitu sebuah komunitas (Baker et al., 2023). Ada lima prinsip pengembangan ekonomi
lokal (Wilson & Polter, 2020), yakni: Kualitas Hidup, Keadilan dan Kesetaraan,
Partisipasi dan Kemitraan, Perhatian terhadap Lingkungan, serta Pemikiran untuk Masa
Depan.

Local development merupakan hasil kesepakatan antara berbagai pihak yang
terlibat, seperti individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah setempat, yang bekerja
bersama dalam suatu wilayah atau unit teritorial tertentu (Adamowicz, 2016). Aspek-
aspek fundamental dalam pengembangan lokal (Gambar 2), yang diartikan sebagai
penciptaan nilai baru secara menyeluruh, meliputi pertumbuhan ekonomi dan lapangan
kerja, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, promosi investasi, inovasi
teknologi, diversifikasi bisnis, pembangunan infrastruktur institusional, pelestarian
lingkungan, pengenalan identitas, dan integrasi proses.

Implementasi strategi pengembangan ekonomi lokal antara negara berkembang
dan negara maju sangat berbeda. Di negara maju, pengembangan ekonomi lokal telah
didukung oleh infrastruktur yang kuat, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan
keterlibatan aktif dari pemerintah lokal, swasta, dan komunitas dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Sebaliknya, di negara berkembang,
pengembangan ekonomi lokal sering dihadapkan pada tantangan yang signifikan,
termasuk tingginya tingkat pengangguran, kurangnya keterampilan, dan kendala dalam
komunikasi antara pemerintah lokal dan komunitas (Chiloane, 2023). Secara khusus di
daerah pedesaan tantangannya berupa proyek yang direncanakan cenderung gagal karena
minimnya dukungan dari masyarakat setempat, kurangnya motivasi, kurangnya inisiatif
dalam program pengembangan ekonomi lokal, pelayanan yang tidak memadai, dan
pertumbuhan penduduk yang menyulitkan pelaksanaan proyek (Piet & Mtapuri, 2014).
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Tabel 3. Indikator Collaborative Governance

Sub- . . Instrumen / Cara
. Aspek Definisi Operasional
kategori Pengukuran
Visi adalah gambaran bersama vyang | Keberadaan visi, sasaran,
dikembangkan dengan partisipasi penuh dan | program yang terukur dan
representatif  oleh  para  aktor untuk | terdokumentasikan oleh
Visi mengidentifikasi serta menentukan perubahan | entitas
sistem vyang diperlukan, tujuannya untuk
menetapkan arah dan aktivitas jangka panjang
para aktor (Bultema, 2022).
Akuntabilitas merujuk pada situasi di mana | Keberadaan sistem dan
seorang aktor (seperti pejabat publik atau | dokumentasi dari setiap
politisi) harus bertanggung jawab kepada aktor | aktivitas yang dilakukan
lain yang memiliki klaim sah untuk meminta | oleh entitas
informasi  dan  penjelasan, memberikan
- penilaian, serta  memberlakukan  sanksi
Akuntabilitas (Cristofoli et al., 2022; Sgrensen & Torfing,
Good 2021).
Governance Akuntabilitas dapat diukur melalui evaluasi
berdasarkan lima dimensi utama: transparansi,
kewajiban, keterkendalian, tanggung jawab, dan
daya tanggap (Koppel 2005 dalam Han, 2020).
Kemampuan  kolaboratif = merujuk  pada | Keberadaan media yang
kemampuan individu atau tim untuk bekerja | digunakan sebagai wadah
bersama secara efektif dalam mencapai tujuan | partisipasi stakeholder dari
bersama (Cherbonnier et al., 2024). entitas untuk membahas
K Kemampuan kolaboratif mencakup kemampuan | segala sesuatu yang
emampuan A . . A
. untuk berinteraksi secara konstruktif dengan | berkaitan dengan performa
kolaboratif i ) . .
orang lain, menggabungkan berbagai perspektif, | entitas
memfasilitasi komunikasi yang efektif, serta
berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama
dalam konteks kerja sama (Andriyani & Anam,
2022).
Kepemimpinan merupakan hubungan di mana | Adanya kepemimpinan dari
seorang individu, atau pemimpin, memengaruhi | level entitas dengan pihak
orang lain untuk bekerja bersama secara efektif | lain di luar entitas yang
dalam kerangka tugas yang bertujuan mencapai | berpengaruh langsung
Kepemimpinan tujuan yang ditetapkan (Syahril, 2019). (misalnya Direktur BUMDes
Beberapa ciri kepemimpinan yang efektif dalam | dengan Kepala Desa)
sebuah organisasi mencakup kecerdasan,
tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan,
inisiatif, konsistensi, ketegasan, dan kejelasan
(Husni Taufiq & Kusumah Wardani, 2022).
Instrumen Adan\./a kapabil!tas
dan Kapabilitas manajemen adalah proses manajemen pada entitas
Mekanisme | Kapabilitas menciptakan pengetahuan untuk meningkatkan dengan standar tertentu
. . L R, untuk memastikan bahwa
manajemen pembelajaran dan kinerja organisasi (Hidayat et L . .
al,, 2022). proses_ bIS-nIS entitas diatur
dan dikerjakan oleh orang-
orang yang kompeten
Adanya Standar
Formalisasi prosedur merupakan | Operasional Prosedur (SOP)
F L pengembangan sistematis yang didukung oleh | pada entitas untuk
ormalisasi . ) )
dokumen-dokumen terkait, bertujuan untuk | mengatur tugas dan fungsi
prosedur keberhasilan  dal implementasik ing-masi |
eberhasilan alam  mengimplementasikan | masing-masing elemen
standar yang ada (Diponegoro & Ilham, 2023). dalam entitas dalam

mencapai tujuan bersama
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Berdasarkan landasan teoretik yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini
akan menggunakan kerangka teoritis sesuai dengan yang digambarkan pada Gambar 3
dengan menganilisis bagaimana mekanisme kolaboratif dapat mencapai keberhasilan
serta mengidentifikasi dampak positifnya. Elemen-elemen di dalamnya yang akan
menjadi basis analisis dari penelitian ini.
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Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian
Metodologi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dipilih karena paling sesuai
untuk menjawab tujuan penelitian. Cresswell (2013) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif dimulai dengan asumsi dan kerangka interpretatif atau teoretis yang
membimbing penelitian tentang masalah yang diidentifikasi sebagai masalah sosial oleh
individu atau kelompok. Untuk mengeksplorasi masalah ini, peneliti kualitatif
menggunakan pendekatan penyelidikan yang fleksibel, mengumpulkan data di
lingkungan alami dengan mempertimbangkan sensitivitas terhadap orang dan tempat
yang diteliti, serta menganalisis data secara induktif dan deduktif untuk mengidentifikasi
pola atau tema. Laporan atau presentasi akhir mencakup suara peserta, refleksi peneliti,
deskripsi mendalam dan interpretasi masalah, serta kontribusi terhadap literatur atau
ajakan untuk perubahan. Secara umum, penelitian kualitatif ini dilakukan menggunakan
pendekatan deskriptif karena memungkinkan eksplorasi mendalam dan pengembangan
informasi berdasarkan persepsi baik peneliti maupun informan. Fokus utama penelitian
adalah memberikan deskripsi maupun pembahaman yang mendalam terkait Collaborative
Governance in Local Economic Development: A Case Study of BUMDes Guwosari Maju
Sejahtera.

Selaras dengan Cresswell (2013), Lincoln dan Guba (dirujuk dalam Tamrin &
Raharja, 2021) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif juga dapat disebut sebagai studi
kasus atau kualitatif, yaitu penyelidikan yang mendalam dan terperinci mengenai semua
aspek yang terkait dengan subjek penelitian. Menurut Yin (2009), metode studi kasus
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merupakan strategi yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang mengeksplorasi
pertanyaan penelitian bagaimana atau mengapa, ketika waktu yang tersedia untuk
mengontrol peristiwa yang sedang diteliti terbatas, dan ketika fokus penelitian adalah
pada fenomena kontemporer untuk memahami peristiwa yang sedang berlangsung.
Dalam metode studi kasus, peneliti memusatkan perhatian pada desain dan pelaksanaan
penelitian (Nur’aini, 2020). Dalam menganalisis collaborative governance yang
mendukung pengembangan ekonomi lokal pada BUMDes Guwosari Maju Sejahtera,
beberapa dokumen yang diperlukan meliputi:

1. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah terkait pendirian dan pengelolaan
BUMDes Guwosari Maju Sejahtera.

2. Dokumen MOU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerjasama antara
BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dengan pihak lainnya, seperti pemerintah
daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Guwosari
Maju Sejahtera dan Laporan keuangan BUMDes Guwosari Maju Sejahtera,
termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.

4. Laporan kegiatan BUMDes Guwosari Maju Sejahtera yang mencakup strategi
pengembangan ekonomi lokal, implementasi program-program, dan pencapaian
tujuan.

5. Dokumen rencana pembangunan desa atau dokumen perencanaan lainnya yang
memuat strategi pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan BUMDes
Guwosari Maju Sejahtera.

6. Evaluasi atau laporan kinerja BUMDes Guwosari Maju Sejahtera yang mencakup
analisis terhadap faktor-faktor collaborative governance yang mendukung
pengembangan ekonomi lokal.

Untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif tata kelola kolaboratif
yang mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal, para peneliti melakukan wawancara
mendalam dengan sekelompok beragam 5 individu. Partisipan ini dipilih untuk mewakili
berbagai pemangku kepentingan yang penting untuk pemahaman tentang tata kelola
kolaboratif yang mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal. Dengan melibatkan
perwakilan dari sektor-sektor yang berbeda ini, penelitian bertujuan untuk menangkap
pandangan yang komprehensif tentang dinamika tata kelola kolaboratif. Penelitian akan
mengeksplorasi bagaimana berbagai pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan,
pelaksanaan program, dan evaluasi hasil dalam upaya memajukan perekonomian lokal.
Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi,
tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kerjasama yang terjadi dalam konteks
Pengembangan Ekonomi Lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan
pemahaman yang mendalam tentang praktek tata kelola kolaboratif dalam Pengembangan
Ekonomi Lokal melalui studi kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera.

Hasil dan pembahasan
Proses Collaborative Governance di BUMDes Guwosari Maju Sejahtera

Visi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung, diketahui bahwa
BUMDes Guwosari Maju Sejahtera memiliki visi “Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Desa Guwosari melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan
Sosial Menuju Guwosari Maju dan Mandiri”. Visi tersebut selaras dengan visi Desa
Guwosari, dimana desa tersebut memiliki visi “Terwujudnya Pemerintahan Kalurahan
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Guwosari yang demokratis untuk menjadikan masyarakat Kalurahan yang religius, sehat,
cerdas, mandiri, dan berbudaya berbasis aset dan potensi”. Kedua visi tersebut
menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa dengan BUMDes, terlihat dari
komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang didukung oleh pemerintahan yang
demokratis serta pemanfaatan aset dan potensi lokal untuk menciptakan masyarakat yang
mandiri dan berbudaya. Selain itu sinergi tidak hanya dilakukan antara BUMDes dengan
pemerintah saja, namun juga dengan pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat
dan pelaku usaha. Sinergitas tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi telah dilakukan
dengan baik dalam mencapai tujuan bersama yang berdampak pada kesejahteraan
masyarakat di Desa Guwosari. Hasil tersebut didukung oleh Van Es (2023) yang
menyampaikan bahwa sinergi antara anggota-anggota organisasi maupun pemangku
kepentingan lainnya nilai lebih dibandingkan dengan masing-masing organisasi yang
bekerja menuju tujuan secara individu, serta juga merupakan faktor kesuksesan penting
ketika berfokus pada kolaborasi. Pernyataan lainnya menyatakan bahwa visi yang
dijalankan melalui kolaborasi atau secara bersama diantara para pemangku kepentingan
dan ditujukan untuk kepentingan bersama menjadi kekuatan penggerak yang dapat
mempersatukan para pemangku kepentingan dalam mencapai hasil yang diinginkan
(Williamson et al., 2010).

Temuan lainnya yang menjadi menarik dari studi kasus BUMDes Guwosari Maju
Sejahtera adalah pernyataan visi organisasi tersebut tidak didukung dengan dokumen
perencanaan, maupun misi-misi, program turunan, ataupun standar operasional (SOP)
dari visi tersebut. Visi yang efektif menurut Bryson (2011) harusnya dapat dideskripsikan
menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk diimplementasikan dan diukur pada
penyelenggaraannya, seperti menjadi misi, nilai-nilai dan filosofi, strategi dasar, kriteria
kinerja, beberapa aturan keputusan yang penting, dan standar etika yang diharapkan dari
semua anggota. Pernyataan misi yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mencapai visi menurut Williams (2008) menjadi salah satu langkah efektif bagi suatu
organisasi dalam berkinerja untuk mencapai tujuannya. Pada kasus BUMDes Guwosari
Maju Sejahtera, visi menjadi tujuan yang ingin dicapai organisasi nhamun program yang
dilakukan untuk mendukung visi tersebut masih didasarkan dari hasil keputusan bersama
yang dihasilkan melalui forum rapat direksi dan rapat tahunan musyawarah kalurahan
(muskal). Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sebagai platform untuk merencanakan dan
mengevaluasi program-program yang akan dijalankan. Komunikasi yang efektif adalah
kunci utama dalam proses ini, di mana WA grup digunakan untuk memastikan informasi
tersebar dengan cepat dan tepat sasaran kepada semua pihak yang terlibat.

Kesimpulannya adalah visi merupakan pandangan jangka panjang dan tujuan
akhir suatu organisasi yang memberikan arah strategis dan motivasi. Walaupun BUMDes
Guwosari Maju Sejahtera belum mampu menguraikan visi tersebut menjadi misi maupun
perencanaan tahunan yang tertera dalam dokumen perencanaan, namun kolaborasi dan
komunikasi BUMDes ini dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya
menunjukkan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguraian visi tersebut menjadi dokumen perencanaan merupakan tantangan bagi
organisasi untuk perbaikan kedepannya, sehingga implementasi visi dapat berjalan efektif
dan berkelanjutan, dan memastikan bahwa setiap langkah strategis mendukung
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Akuntabilitas. Mencakup mekanisme untuk memastikan pemenuhan janji,
pelaksanaan tugas, dan kepatuhan, di mana individu atau entitas bertanggung jawab
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kepada otoritas dan kelompok eksternal, baik dalam collaborative governance maupun
kebijakan publik, dengan fokus pada transparansi, pelaporan, dan pemantauan tujuan
yang telah dioperasionalisasikan (Ulibarri et al., 2020). Untuk mencapai tujuan-tujuan
bersama dalam collaborative governance, penting untuk memperkuat sistem akuntansi
dan memastikan akuntabilitas yang lebih baik di antara semua pihak yang terlibat (Grossi
& Argento, 2022).

Dilihat dari elemen akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan
dana, BUMDes telah menerapkan berbagai mekanisme yang ketat. Semua alur keluar
masuk uang dikelola oleh bendahara dan disimpan di bank, dengan pengambilan uang
memerlukan persetujuan dari ketua dan bendahara. Keuangan dilaporkan secara rutin
setiap bulan kepada pengawas dan penasehat BUMDes serta pemerintah desa. Meskipun
demikian BUMDes belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang seharusnya dapat
membantu proses penatausahaan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Guwosari, juga ditekankan bahwa
akuntabilitas BUMDes terwujud melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan. Lurah menjelaskan bahwa proses pembentukan
BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa, yang melibatkan badan permusyawaratan
desa, tokoh masyarakat, dan warga lainnya. Keberadaan forum ini memastikan bahwa
keputusan strategis, termasuk visi dan misi BUMDes, merupakan hasil dari kesepakatan
bersama yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal pengawasan
dan pengelolaan, BUMDes ditempatkan di bawah kendali ketat dari pemerintah desa.
Lurah menyebutkan bahwa ada tim penasehat yang terdiri dari pemerintah desa dan
praktisi lokal yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan saran dalam
pengelolaan BUMDes. Audit rutin juga dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang
dikelola BUMDes digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di
samping itu, untuk memperkuat akuntabilitasnya, BUMDes secara berkala melaporkan
kinerjanya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Kemampuan Kolaboratif. Kolaborasi mencakup berbagai bentuk, termasuk
kemitraan antar organisasi, inisiatif kreasi bersama, dan pembangunan jaringan dengan
pemangku kepentingan eksternal (Noor et al., 2023). Kolaborasi dalam bisnis kreatif
memberikan peluang bagi organisasi untuk menggabungkan kekuatan mereka dalam
menghadapi tantangan yang kompleks dan meningkatkan inovasi. Melalui kemitraan
dengan organisasi lain, organisasi dapat mengakses sumber daya tambahan dan keahlian
yang mungkin tidak dimiliki secara internal. Transfer pengetahuan antar sektor industri
juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing (Hakim, 2022). Inisiatif
kreasi bersama memungkinkan perusahaan kreatif untuk lebih responsif terhadap
kebutuhan dan preferensi pasar dengan melibatkan pengguna akhir dalam proses desain
dan pengembangan produk. (Berenguer-Contri et al., 2020).

Dalam studi kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera, melalui wawancara,
ditemukan bahwa Direktur BUMDes menerapkan strategi komunikasi dan koordinasi
yang terstruktur dengan stafnya. Strategi komunikasi yang diterapkan adalah dengan
mendekati pengelola unit usaha secara personal, tidak hanya pada saat ada instruksi resmi,
tetapi juga dengan berkunjung secara tidak terjadwal. Pendekatan ini bertujuan untuk
memperkuat hubungan dekat antara Direktur dan staf, serta membangun kepercayaan dan
kolaborasi yang lebih baik dalam tim. Selain itu, dalam hal berkoordinasi dengan staf,
Direktur BUMDes mengadakan rapat rutin setiap bulan. Rapat ini dirancang sebagai
forum untuk bertukar gagasan, memutuskan kebijakan, dan mengatasi tantangan yang
muncul dalam pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, rapat rutin menjadi sarana
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efektif dalam memastikan bahwa semua staf terinformasi dan terlibat dalam proses
pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan transparan.

BUMDes Guwosari Maju Sejahtera mengimplementasikan strategi komunikasi
dan koordinasi dengan masyarakat melalui beberapa pendekatan. BUMDes secara aktif
menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat melalui pengelolaan sampah yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya
pelestarian lingkungan. Selain itu, BUMDes juga memanfaatkan kehadirannya dalam
rapat-rapat penting sebagai kesempatan untuk memperkuat citra dan keberadaannya di
mata masyarakat. Kehadiran aktif dalam forum-forum komunitas ini membantu BUMDes
untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, memperluas jaringan, dan
membangun legitimasi sebagai lembaga penggerak pembangunan di tingkat desa. Bentuk
lain dari strategi komunikasi dan koordinasi adalah melalui pemberian souvenir berupa
produk hasil dari unit usaha BUMDes, seperti pupuk organik, kepada pihak eksternal saat
ada pelatihan atau sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Guwosari. Tindakan
ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk promosi untuk produk-produk BUMDes, tetapi
juga sebagai cara untuk meningkatkan apresiasi dan dukungan dari pihak eksternal
terhadap kegiatan BUMDes.

Strategi yang diterapkan oleh Direktur BUMDes sejalan dengan pendapat
Agbodzakey, (2024) yang mengatakan bahwa komunikasi dalam collaborative
governance menggerakkan berbagai aspek yang mendukung pencapaian tujuan.
Komunikasi tersebut mempengaruhi keterlibatan dan keputusan pemangku kepentingan,
serta pelaksanaan tindakan dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan kelompok
sasaran.

Kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pemerintah desa
sangat penting dalam pengembangan BUMDes, pemimpin tidak hanya memberikan
arahan dan inspirasi, tetapi juga mampu memotivasi karyawan untuk menjalankan tugas
mereka dengan baik. (Supardi & Anshari, 2022). Kehadiran pemimpin yang efektif serta
perannya sebagai penggerak utama dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap
responsivitas budaya organisasi terhadap perubahan serta kesuksesan dan kinerja
organisasinya (Pramudyo, 2013). Seorang pemimpin yang kompeten mampu
memberikan arahan, mempengaruhi, dan mengawasi anggota tim dalam menjalankan
tugas mereka, dengan harapan dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Dalam wawancara dengan pihak BUMDes Guwosari Maju Sejahtera, ditemukan
bahwa kepemimpinan yang kuat telah membantu dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes. Kepemimpinan yang
efektif mampu menggerakkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal, mendorong mereka
untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan BUMDes secara
efisien dan berkelanjutan. Ini tercermin dalam peningkatan partisipasi dalam rapat-rapat
umum, inisiatif sukarela, dan kolaborasi antara BUMDes dengan komunitas sekitar untuk
mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.

Selain itu, komitmen yang konsisten dari pemerintah desa juga menjadi pilar
penting dalam kesuksesan BUMDes. Pemerintah desa Guwosari menunjukkan komitmen
yang nyata dengan menyediakan penyertaan modal secara teratur kepada BUMDes
Guwosari Maju Sejahtera setiap tahunnya. Modal ini tidak hanya berperan dalam
membiayai operasional BUMDes, tetapi juga sebagai sumber daya untuk
mengembangkan proyek-proyek baru yang memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat desa. Dengan adanya dukungan finansial yang stabil dari pemerintah desa,
BUMDes mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan berinovasi.
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Secara keseluruhan, integrasi antara kepemimpinan BUMDes Guwosari Maju Sejahtera,
partisipasi masyarakat, dan komitmen pemerintah desa Guwosari membentuk fondasi
yang kuat untuk pertumbuhan BUMDes dalam memberikan manfaat kepada masyarakat
desa.

Kapabilitas Manajemen. Kapabilitas manajemen adalah kemampuan sebuah
organisasi atau jaringan kolaboratif untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan
informasi dari berbagai sumber melalui jaringan kolaboratif (Liu & Fan, 2023).
Berdasarkan wawancara dengan Direktur BUMDES Guwosari Maju Sejahtaera, temuan
penelitian mengungkap beberapa aspek kunci terkait manajemen pengetahuan dan proses
pembelajaran internal organisasi. Studi ini menunjukkan bahwa BUMDes saat ini
menghadapi tantangan dalam menciptakan pengetahuan baru secara efektif untuk
meningkatkan inisiatif pembelajaran internal. Meskipun fokus utamanya adalah pada
pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat, organisasi tersebut belum
sepenuhnya mengoptimalkan mekanisme atau platform untuk memfasilitasi transfer
knowledge di antara anggotanya guna meningkatkan kinerjanya. Tantangan lainnya pada
BUMDes yaitu menetapkan model bisnis yang tepat dan meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah. Namun, upaya edukasi
sedang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong praktik berkelanjutan
dalam masyarakat.

Dalam upaya memastikan bahwa pembelajaran kolaboratif dan pengetahuan yang
diperoleh dapat diimplementasikan secara efektif, BUMDES menyadari perlunya
dukungan tambahan, terutama dalam pengembangan aplikasi atau sistem yang dapat
meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sampah. Temuan ini menekankan pentingnya
pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dan manajemen pengetahuan strategis dalam
usaha berbasis masyarakat seperti BUMDES, dengan menekankan perlunya intervensi
terarah untuk mengatasi hambatan yang ada dan mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan secara efektif.

Formalisasi Prosedur. Formalisasi memainkan peran penting dengan
mempengaruhi cara aturan, prosedur, dan struktur diterapkan dalam proses kolaborasi
antar berbagai pihak (Kanon, 2023). Formalisasi bertujuan untuk melihat bagaimana
aturan dan kesepakatan dalam kolaborasi diatur secara formal. Dalam kolaborasi formal,
semua aspek diatur dengan jelas dan rinci melalui kontrak resmi. Sedangkan dalam
kolaborasi informal, aturan dan kesepakatan didasarkan pada hubungan pribadi, minat
yang sama, nilai-nilai yang sama, atau aturan yang tidak tertulis dan bersifat implisit
(Vazquez-Brust et al., 2020). Menurut (Muksin et al., 2023), dokumentasi yang jelas dan
konsistensi dalam prosedur operasional dapat meningkatkan efisiensi organisasi,
mengurangi ambiguitas dalam pelaksanaan tugas, dan memastikan kinerja yang optimal.
Hal ini sejalan juga dengan (Logan et al., 2022) yang mengatakan bahwa formalisasi
prosedur dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko, menghindari kesalahan,
meningkatkan koordinasi antar bagian.

Dalam studi kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera, ditemukan bahwa baik
perangkat kelurahan maupun struktur BUMDes sendiri memiliki peran, tugas, dan fungsi
yang jelas. Hal ini tercermin dalam AD ART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga)
yang telah dibuat secara tertulis. AD ART tersebut menetapkan landasan legal dan
organisasional yang mengatur bagaimana BUMDes beroperasi, termasuk pembagian
tanggung jawab di antara anggota dan pengurusnya. Hasil wawancara dengan Direktur
BUMDes menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan BUMDes telah diatur dalam
dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun secara sederhana. SOP ini
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berfungsi sebagai panduan praktis bagi pengurus dalam menjalankan kegiatan sehari-hari
BUMDes dengan efisien dan terorganisir. Selain itu, kerja sama dan kemitraan BUMDes
dengan berbagai pihak juga telah diatur dalam dokumen Memorandum of Understanding
(MoU). Dokumen MoU ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan saling
menguntungkan bagi BUMDes serta mitra-mitra eksternalnya, seperti instansi
pemerintah, perusahaan swasta, atau komunitas lokal, untuk bekerja sama dalam berbagai
program dan proyek yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Guwosari.
Sebagai contoh, kemitraan dengan Paniradya Kaistimewaan melalui program Dana
Keistimewaan telah mendukung pembangunan infrastruktur di unit Go-Sari dan
Banjaran. Selain itu, kolaborasi dengan kampus Alma Atta melalui program matching
fund dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta program Corporate Social
Responsibility (CSR) dari Bank BNI telah membantu dalam penyediaan fasilitas dan
pendampingan usaha. Kemitraan dengan Universitas Nahdlotul Ulama dan Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul juga berkontribusi dalam branding usaha
dan pengelolaan sampah

Peran BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

BUMDes Guwosari Maju Sejahtera memainkan peran yang krusial dalam
pengembangan ekonomi lokal di Desa Guwosari. Melalui berbagai unit usaha yang
dikembangkan, BUMDes telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini BUMDes Guwosari Maju
Sejahtera telah menyerap 30 orang tenaga kerja baru. Kemudian, salah satu program
BUMDes yaitu program Lumbung Mataraman dengan tema "Ketahanan Pangan Berbasis
Pengolahan Sampah" telah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
pengelolaan sampah, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga
lingkungan. Adapun jumlah masyarakat miskin di Desa Guwosari mengalami penurunan
sebanyak 462 jiwa pada Tahun 2022 dari sebanyak 9.720 jiwa masyarakat miskin pada
Tahun 2021.

Selain itu, BUMDes telah membuka lapak UMKM di lokasi bumi perkemahan,
yang memberikan platform bagi para pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk
mereka. Dengan adanya kegiatan perkemahan dan kunjungan dari luar, para pelaku
UMKM mendapatkan kesempatan untuk memperluas pasar dan meningkatkan
pendapatan. BUMDes juga berperan dalam membantu memasarkan produk UMKM
melalui berbagai kanal pemasaran, termasuk media sosial dan platform online. BUMDes
juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti program
pendampingan usaha oleh Universitas Nahdlotul Ulama dan program pemberdayaan
disabilitas oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdotul Ulama (LKKNU). Program-
program ini tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas
masyarakat, tetapi juga mendorong inklusi sosial dan ekonomi, dengan melibatkan
kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terlayani.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan collaborative governance pada
BUMDes

BUMDes Guwosari Maju Sejahtera telah berkontribusi dalam pengembangan
ekonomi lokal melalui berbagai usaha yang dikembangkan. Berikut adalah penjelasan
faktor-faktor keberhasilan BUMDes Guwosari dalam pengembangan ekonomi lokal:

1) Kepemimpinan yang Kuat. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pemerintah
desa sangat penting dalam pengembangan BUMDes. Dalam wawancara dengan
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pihak BUMDes, ditemukan bahwa kepemimpinan yang kuat telah membantu dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan
BUMDes. Komitmen pemerintah desa juga telah terlihat dari penyertaan modal
kepada BUMDes setiap tahunnya.

2) Tata Kelola yang Baik. Tata kelola yang baik melalui MOU yang jelas, struktur
organisasi yang terorganisir baik, dan transparansi yang ditingkatkan melalui
partisipasi Badan Pengawas Masyarakat sangat penting dalam pengembangan
BUMDes.

3) Pengembangan Sumber Daya Alam. Pengembangan sumber daya alam juga
berperan penting dalam pengembangan BUMDes. Dalam wawancara, ditemukan
bahwa pengembangan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan
pariwisata telah membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

4) Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam
pengembangan BUMDes. Dalam wawancara, ditemukan bahwa partisipasi
masyarakat telah membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
BUMDes. Partisipasi masyarakat juga membantu dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan BUMDes dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Kesimpulan

Secara umum, BUMDes Guwosari Maju Sejahtera telah memenuhi beberapa
aspek dari collaborative governance, yaitu visi, akuntabilitas, kemampuan kolaboratif,
kepemimpinan, kapabilitas manajemen, dan formalisasi prosedur. BUMDes telah
berhasil membangun sinergi kuat dengan pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Guwosari. Namun, terdapat beberapa ruang
perbaikan. Pertama, BUMDes perlu meningkatkan formalisasi visi dan misi dalam
dokumen perencanaan serta memperkuat struktur manajemen keuangan untuk
meningkatkan akuntabilitas. Kedua, strategi pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran
internal BUMDes masih perlu ditingkatkan untuk memastikan inovasi berkelanjutan.
Ketiga, meskipun komunikasi dengan masyarakat melalui penyuluhan dan forum-forum
komunitas telah baik, BUMDes perlu lebih aktif mengembangkan strategi pemasaran dan
promosi untuk meningkatkan visibilitasnya di tingkat lokal maupun regional. Dalam hal
pencapaian pengembangan ekonomi lokal, BUMDes Guwosari Maju Sejahtera telah
berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan keterampilan SDM, dan
peningkatan kualitas lingkungan.

Keberhasilan BUMDes dipengaruhi oleh kepemimpinan, tata kelola,
pengembangan sumber daya alam, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memiliki
limitasi, karena hanya berfokus pada BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dan tidak
mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan politik dan ekonomi. Penelitian
masa depan dapat mempertimbangkan faktor eksternal dan menggunakan dokumen
longitudinal untuk menilai dampak BUMDes terhadap pengembangan ekonomi lokal.
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